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Abstrak: 
Da/am stjarah pembentukan hukum Islam di Indonesia, UU pertama 
yang diber/akukan ada/ah UU No. 22/1946 tentang perkawinan dan Perceraian. 
UU ini ha'!Ja ber/aku 1mtuk wi/ayah pulat, Jawa,yang kemudian sete/ah Indonesia 
merdeka diper/uas wi/ayah ber/akunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 
32/1954, Undang- tentang Pencatatan Nikah, Tha/aq dan &juk. 
Transformasi huk11m Islam di Indoseia terus bergu/ir dari stjak Repub/ik 
ini berdiri. bukan sc!}a ha'!Ja pada bidang hukum ke/uarga tetapi merambah ke 
berbagai hukum /ain'!}a, seperti PP No. 70. dan 72/1992yang menje/askan Bank 
bagi hasi/ dan UU No. 7/1992 sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU No. 10 / 
1998 tentang Perbankan yang me/egitimasi perbankan syari'at. UU No. 17 / 1999 
tentang pef!Jelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23/1999 tentang BI yang memberi 
mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah Pemerintah. UU No. 
38/1999 tentang Pengelo/aan Zakat. Terakhir seka/i UU No.44/1999 tentang 
pelaksanaan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yangjuga me,ryangkut tentang 
pe/aksanaan syari'at Islam. 
Hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk menjadi bagian 
dari sistem hukum nasiona/ tersebut, ternyata sebagai bentuk dari akomodasi 
negara terhadap Is/am. Meski ada pihak yang mengkhawatirkan dengan bentuk 
akomodasi negara terhadap Islam ini , justru memberikan an gin segar dan pe/uang 
bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasionaL 
Kata Kunci: hukum Islam di Indonesia, sis/em hukum nasiona/, transformasi 
Hukum Islam 
Pendahuluan 
Perkembangan hukum Islam sejak kedatangannya di bumi 
nusantara ini hingga saat ini tergolong hukum yang hidup di dalam 
masyarakat, lantaran penduduk clan warga negara Indonesia mayoritas 
sebagai muslim. Penerapan hukum Islam tersebut bukan saja merupakan 
entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, akan tetapi 
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dimensi amaliyahnya di beberapa daerah, ia telah menjadi bagian tradisi 
(adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral. Secara sosiologis clan 
kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir clan berurat akar 
pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan kai:ena fleksibilitas clan 
elastisitas yang dimiliki hukum Islam1. 
Namun demikian, dalam perjalanan sejarah perpolitikan di 
Indonesia, Sejak masa kolonialisme sampai sekarang perkembangan 
hukum Islam sulit dapat diwujudkan sebagai sistem hukum nasional, 
meskipun Indonesia disebut sebagai negara hukum bukan sebagai negara 
kekuasaan. Pada realitasnya hampir seluruh produk hukum lebih 
berpihak kepada kepentingan kekuasaan atau pihak elite atau kelompok 
tertentu, sehingga belum mencerminkan berpihak kepada kepentingan 
masyarakat, termasuk belum dimasukkannya materi-materi hukum Islam 
dalam perangkat perundang-undangan, kecuali hanya sebagian kecil 
materi hukum islam yang sudah diakomodir terutama pada sebahagian 
hukum privat clan belum menyentuh hukum publik, bahkan hukum yang 
diberlakukan masih hukum peningalan/warisan kolonial Belanda. 
Sejak Indonesia merdeka clan terbebas dari belenggu penjajahan 
baik oleh Belanda maupun J epang, perjuangan untuk mewujudkan sistem 
hukum Islam di Indonesia selalu kandas di perjalanan, mengingat Negara 
Indonesia bukan negara agama meskipun mengayomi penganut umat 
beragama, di samping warga negaranya multikultural clan plural.is. Nam­
paknya untuk menformalkan hukum Islam yang mengikat bagi seluruh 
warga negara akan mengalami hambatan yang serius, bukan berarti 
peluang tidak ada, namun dampak yang akan timbul, karenanya patut 
menjadi perhitungan clan kalkulasi politik bagi keutuhan Negara Kesa­
tuan Republik Indonesia. Untuk itu, tidak serta merta umat Islam harus 
berhenti clan bersikap pesimis dalam proses pembentukan hukum 
nasional yang dapat memasukkan materi hukum Islam pada sistem 
hukum tersebut. Perjuangan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional 
yang mengacu kepada nilai clan moralitas Islam ini mutlak harus diusaha­
kan seoptimal mungkin, karena sistem hukum yang bersumber dari 
ajaran Islam adalah dapat diyakini bisa memberikan kenyamanan, 
ketertiban, keindahan clan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa clan bernegara. 
Penulis tidak bermaksud menafik.an proses usaha yang tengah 
diperjuangkan oleh para pemikir, cendekiawan muslim, politisi clan para 
pakar hukum untuk terus tiada hentinya mengapresiasi aspirasi 
masyarakat muslim agar tatanan hukum selaras dengan nilai-nilai ajaran 
Islam, tetapi yang diharapkan upaya tersebut murni diperuntukkan bagi 
kepentingan rakyat clan dapat meyakinkan semua pihak bahwa sistem 
hukum tersebut diwujuclkan dalam kerangka menjunjung negara hukum, 
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sehingga benar-benar supremasi hukum dapat ditegakkan, bukan 
pembentukan hukum untuk kepentingan lain, sehingga dapat dihindari 
adanya kesan pembentukan hukum sebagai politik akomodatif. 
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 
Perkembagan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak bisa 
dilepaskan dari babakan sejarah perkembangan politik, yang pada 
gilirannya berpengaruh pula pada politik hukum, sehingga hukum yang 
berkembang di Indonesia mengalami berbagai proses transfomasi. Untuk 
itu, sangat jelas sekali bahwa hukum selalu dipengruhi oleh sistem 
perpolitikan yang sedang berjalan pada setiap fase-fasenya. 
Menurut Hartono Mardjono bahwa peta keadaan untuk tiap 
periode kekuasaan adalah: 
1. Periode Kolonia! Belanda.
Pada periode ini, yang menjadi dasar kebijakan politik kolonia­
lismenya; 
a. Kekuasaan politik sepenuhnya dikuasai clan ditentukan oleh pemerin­
tah Belanda
b. Dasar kebijakan politik Belanda:
1) Devi de et imp era
2) Misi untuk melaksanakan asas konkordansi menuiu unifikasi
tatanan secara bertahap
3) Politik pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan adminis-
trasi kolonial
4) Kristenisasi
5) Diskriminasi
6) Eksploitasi daerah kolonial untuk membangun negerinya sendiri
Reaksi masyarakat yang timbul :
a. Umat yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia melakukan
perlawanan, clan setelah berkali-kali gagal, lalu mengambil sikap
isolasi.
b. Minoritas penduduk justru menikmati kebijakan dasar pemerintah
kolonial; yaitu
1) Golongan Cina
2) Kaum priyayi/ feodal
3) Kaum ambtenaar/pegawai
4) Kaum Nasrani
Dampak dari kebijakan politik kolonial ini, menimbulkan
berbagai konflik pola pikir serta tata nilai sosial pada lapisan masyarakat, 
sehingga lahirlah perbedaan mendasar tentang bagaimana mengurus clan 
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mengatur negara clan masyarakat. masyarakat menjadi terpecah dalam 
t .l berbagai kelompok (firqah). 
2. Kelompok-kelompok yang Tumbuh dan Pembedaan-pembe­
daan Perlakuan
a. Hanya lapisan kecil masyarakat yakni anak kaum priyayi (feodal)
clan kalangan anak ambtenaar yang di6eri kesempatan untuk
memperoleh pendidikan. Mereka inilah yang mengenal clan
memperkenalkan pemikiran Barat yang sekuler. Mereka jumlahnya
kecil, namun mereka banyak menduduki lingkungan birokrasi clan
lapisan elite bangsa.
6. Dalam kehidupan perkonomian, golongan Cina dimanfaatkan
untuk ditempatkan se6agai golongan perantara.
c. Di lapangan keperdataan (hu6ungan antar warga masyarakat)
di6uat pem6edaan-pem6edaan perlakuan hukum, seperti penun­
dukari diri secara sukarela kepada hukum 6arat, Undang-Undang
Perkawinan khusus untuk Kristen (HOCI), Undang-Undang
Perkawinan Campuran (GHR), dan clalam bidang keperclataan bagi
golongan Cina diberlakukan BW (KUH Perdata Barat).
d. Untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum tani, pedagang
clan muslim yang sedikit sekali duduk dalam lingkugan birokrasi
clan lapisan elite bangsa
1) Kepada mereka diberlakukan hukum aclat
2) Hukum Islam hanya dianggap 6erlaku bila suclah diresepsi
( diakui oleh a tau menjadi) hukum adat.
3. Periode Kebangkitan Kesadaran Nasional
a. Raja-raja clan umat Islam hampir semuanya melakukan per­
lawananan terhadap kolonial Belancla. Karena 6elum aclanya
persatuan clan kesatuan ummat Islam secara nasional, perlawanan
itu bersifat lokal clan sporadis. Tetapi semangat anti penjajahan di
kalangan ummat Islam sudah acla sejak pertama kali Belancla
menginjakkan kakinya di tanah air.
6. Lapisan kecil bangsa Indonesia yang telah memperoleh pendi­
dikan barat clan memperoleh inspirasi dari pemikiran-pemikiran
6arat, memerdekakan bangsa clan mendirikan sebuah Negara
Indonesia. Mereka inilah yang menggelorakan semangat kebang­
saan kepada rakyat.
c. Di antara tokoh yang berbekal pengetahuan clan pendidikan
Islam adalah HOS Cokroaminoto, Samanhudi, Agus Salim, M.
Natsir, Kasman Singodimedjo, Moh. Roem, Soekiman clan lain­
lain.
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d. Lapisan elite muslim lebih berakar, namun untuk menggalang
kekuatannya, lapisan elite clan non muslim mengambil kalangan
Islam abangan sebagai basis mereka.
e. Kebangkitan kesadaran nasional dimotori oleh kedua kekuatan
tersebut "lapisan elite non muslim" yang mayoritas clan "lapisan
elite muslim" yang minoritas.
f. Kedua kekuatan inilah yang menjadi peletak dasar cita-cita
Indonesia merdeka clan mendirikan Negara Indonesia. Namun
sebelum cita-cita terwujud, datang kolonialisme Jepang.
4. Periode Kolonialisme Jepang
a. Pada periode kolonilaisme J epang yang hanya berlangsung lebih
kurang 2,5 tahun, struktur masyarakat yang telah ada pada
periode kolonialisme Belanda tetap berlaku.
b. Menjelang akhir kekuasaannya, penguasa Jepang mulai bernsaha
melakukan pendekatan lebih baik kepada umat Islam. Periode ini
ummat Islam mulai dapat menggalang kekuatan politiknya secara
nasional. Saat itulah berdiri MIAI yang kemudian berubah
menjadi Masyumi.
c. Proses mewujudkan cita-cita kemerdekaan clan mendirikan
Negara Indonesia terns berlangsung termasuk pada saat pihak
Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Pergurnulan pemikiran
antara elite politisi non Islam clan elite politisi Islam terns
bergulir. Hal ini dapat dilihat saat pembahasan rancangan tentang
pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jalan
komprorni akhirnya tercapai dengan disepakati Piagam Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1945 oleh PPKI
d. Pada saat kemerdekaan belum diproklamasikan clan UUD belum
disahkan, pihak J epang menyerah kepada sekutu.
5. Periode Proklamasi 17-08-1945 s/d Dekrit Presiden 05-07-1959
a. Setelah J epang menyerah kepada Sekutu, pada tanggal 1 7
Agustus 1945. kemerdekaan Indonesia diproklarnirkan. Dalam
proses yang sangat singka t Piagam Jakarta yang merupakan
produk pani-tia sembilan yang dibentuk oleh PPKI, tiba-tiba
direvisi dengan dihilangkan tujuh kata yang berbunyi "dengan
kewajiban men-jalankan syari'at Islam bagi pemeluknya".
b. PPKI pun berubah mejadi KNIP yang berfungsi sebagai MPR
sekaligus DPR sementara, menunggu sampai dipilihnya wakil­
wakil rakyat melalui pemilihan umum. Komposisi clan
perimbangan keanggotaan KNIP ini dilihat dari sudut perim­
bangan jumlah "elite non muslim" dan "elite Islam" masih
DIALEKTIKA HUKUM ISLr\M 
DI INDONESIA 
69 ZAKAR.IA SYAFE'I 
merupakan komposisi clan perimbangan seperti yang ada dalam 
PPKI meskipun ditambah dengan anggota-anggota yang baru. 
c. Orang yang duduk dalam pemerintahan dan birokrasi yang
notabene akan menjadi pelaku-pelaku dan penyelenggara Negara
dan pemerintahan, Kaum elite non Islam tetap menjadi mayo­
ritas. Mereka ini yang secara formal menjadi penafsir resmi
berbagai ketentuan UUD dan melaksanakannya.
d. Suatu hal yang menguntungkan ummat Islam adalah bahwa
segala hal yang berbau "deskriminatif' seperti yang selama ini
dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda, dengan diprok­
lamasikannya kemerdekaan, dengan sendirinya dihapus-kan.
e. Perubahan yang sangat dirasakan adalah terbuka luas kesempatan
untuk memperoleh pendidikan bagi rakyat lapisan bawah (petani.
Pedagang clan buruh) yang mayoritas berasal dari kalangan umat
islam. Dari titik awal inilah, kelak pada gilirannya akan dihasilkan
potensi bagi umat islam untuk melakukan perubahan-perubahan.
f. Dalam suasana dan dengan komposisi KNIP dan birokrasi
dernikian, kebijakan-kebijkan dan penyelenggaraan kenegaraan
yang bersumber dari paham dan pemikiran barat seperti paham
liberalisme sangat determinan. Apalagi sistem hukum clan materi
hukum positif yang berlaku masih merupakan warisan era
kolonial Belanda. Persepsi politik yang bersumber dari paham
dan ajaran Islam menjadi tertinggal di belakang. Hasil Pernilu
1955 dan pembahasan RUUD di konstituante dan produk­
produk perundang-undangan pada periode 1945-1959 menunjuk­
kan kenyataan itu.
g. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan di kalangan lapisan
bawah (petani. Pedagang dan buruh) yang mayoritas muslim
belum menghasilkan potensi elite politik muslim mayoritas di
lingkungan elite politik nasional baik dalam tubuh legislatif,
birokrasi maupun militer.
6. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
a. Kekuatan politik ummat Islam telah dimanfaatkan oleh elite
politik non muslim di bawah Sukarno untuk menyingkirkan yang
satu dan mengangkat yang lain, dan sekaligus memasukkan
kekuatan politik kaum komunis ke dalam birokrasi pemerintahan,
maka terbentuklah konsep Nasakom dalam segala jalur
kehidupan kenegaraan.
b. Dengan terbukanya lapisan bawah rakyat untuk memperoleh
pendidikan, maka dalam tenggang waktu 19 50-1965 tan pa disada­
ri mulai lahir "kelas menengah baru" di dalam struktur masya-
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rakat Indonesia yang jumlahnya cukup berarti, lagi pula 
berpersepsi clan bersikap Islami. 
c. Karena situasi politik di bawah pemerintahan Sukarno dengan
konsep "Demokrasi Terpimpin" clan "Nasakomnya", maka da­
lam kehidupan politik keberadaan "kelas menengah baru" belum
banyak berpengaruh. Berbeda di lingkungan birokrasi "Kelas
Menengah Baru" sudah mulai memasuki birokrasi, bahkan juga
di lingkungan militer.
d. Puncak kehidupan "Demokrasi Terpimpin" yang juga disebut
Periode Orde Lama, meletuslah pemberontakan G. 30 S/PKl.
Kemudian sebagai reaksi spontan rakyat clan ABRI menumbang­
kan rezim Orde Lama clan melahirkan Pemerintahan Orde Baru.
e. Praktis, tatanan clan kehidupan politik Orde Lama berakhir clan
lahirlah era baru, Orde Baru.
7. Periode Pemerintahan Orde Baru
a. Pada orde baru seluruh tatanan politik clan kehidupan ekonomi
dibangun kembali
b. Stabilitas politik clan pemerintahan lebih diutamakan untuk
dibangun clan dikonsolidasikan guna melakukan pembangunan
ekonomi.
c. ABRI secara real menjadi kekuatan politik yang sangat
menentukan. Partai-partai politik yang sejak era orde lama tidak
mau berkalobarasi dengan pemerintah orde lama clan sudah
tersisih dari percaturan formal politik tetap dibiarkan clan tidak
diizinkan kembali lahir. Di pihak lain partai-partai politik yang
justru terlibat dalam pemerintahan orde lama kecuali PKl justru
dipelihara hak hidupnya. Sudah tentu mereka hanya diman­
faatkan untuk sekedar memberikan legitimasi bagi seluruh
kebijakan politik yang ditentukan pemerintah/ ABRI.
d. Tahun 1971 dapat dilngsungkan pemilu yang pertama pada era
orde baru pelaksanaanya jauh dari cita-cita demokratis. Karena
banyak warga Negara yang tidak diperkenankan menjadi calon,
bahkan untuk kampanye sekalipun. Sebaliknya Golongan Karya
yang pembentukannya disponsori oleh ABRI clan birokrasi
ditunjang sepenuhnya untuk dapat menang dalam pemilu.
Dengan demikian Golkar selalu tampil sebagai pemenang dalam
pemilu dengan memperoleh mayoritas mutlak dalam MPR, DPR
clan DPRD-DPRD. Kemenangan mutlak itu ditambah lagi
dengan anggota Karya ABRI clan Karya Non ABRI yang keang­
gotaannya di badan-badan permusyawaratan clan perwakilan di­
angkat oleh presiden.
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e. Setelah tahun 1971 proses penyeclerhanaan jumlah partai politik.
pun dilakukan oleh pemerintah. Suatu hal unik aclalah pemben.
tukan Fraksi Persatuan Pembangunan clan Fraksi Demokrasi
Indonesia di MPR, DPR clan DPRD dilakukan lebih clahulu dari
pada pembentukan partainya sendiri.
f. PPP clan PDI terbentuk pada 5 Januari clan 10 Januari 1973
sesudah lebih clari satu tahun fraksinya terbentuk di MPR, DPR
Dan DPRD-DPRD. Hal yang unik lagi aclalah Unclang-undang
Orsospol ditetapkan pada tahun 197 5 yang isinya hanya
memberikan legitimasi atas hal-hal yang sudah ada clan ber­
langsung.
g. Bersamaan dengan keluamya Undang-Undang Orsospol terjadi
revisi pula UU tentang susduk Badan-Permusyawaran clan
perwakilan rakyat yang isinya semakin mempersempit ruang
gerak kehidupan partai politik.
h. Tahun 1985 ditebitkan lima UU di bidang politik yang sekaligus
merupakan penuntasan terhadap pengaturan tentang sistem
perpolitikan.
1. Dengan tatanan dan kebijakan yang clemikian, kedudukan
orsospol menjadi sangat lemah dalam menghaclapi penetrasi
pemerintah atau ketika bila berhadapan dengan elite politik di
tengah masyarakat.
J· Sementara itu, peningkatan jumlah "kelas menengah baru" yang 
berasal dari kalangan ummat ternyata telah mengisi lingkungan 
birokrasi clan lapisan " elite 
Masyarakat", sehingga sedikit banyak membawa pengaruh pada 
penentuan kebijakan pemerintahan. K.ecenderungan iru 
bertepatan dengan peristiwa yang terjadi pada sidang umum 
MPR tahun 1988 berkenaan dengan pencalonan wakil presiden. 
Karena itu tidak mengherankan bahwa sejak tahun 1989 terjadi 
pergeseran sikap pemerintah clan ABRI dalam memikirkan 
kepentingan kelas "menengah baru" dan kepentingan umat islam. 
Berbagai kebijakan lahir dalam rangka mengakomodasikan 
aspirasi mereka seperti lahimya UU tentang sistem pendidikan 
nasional, UU peradilan agama, UU tentang perbankan, Pen­
cabutan larangan berjilbab bl!-gi siswi sekolah, dakwah di daerah 
transmigrasi, RUU hukum pidana, dan segera menyusul RUU 
tentang pangan yang harus mencantumkan label halal. Semua itu 
cukup memberikan udara segar bagi umat islam. 
k. Pada Orde Baru ini dengan telah berhasil melakukan pemba­
ngunan ekonomi secara makro, namun biaya pendidikan mahal,
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sehingga diperkirakan "kelas menengah baru" akan diduduki 
kembali secara mayoritas oleh kelompok non muslim. 
1. Di kalangan elite bangsa masih ada--disadari atau tidak- yang
hendak meneruskan pola pikir kaum kolonial Belanda yang
hendak menjauhkan ummat Islam dari pemerintah atau ABRI.
Untuk menjalankan sikapnya berbagai rekayasa dilakukan, seperti
melontarkan isu bahwa islam membahayakan pancasila clan UUD
1945, diciptakan jebakan-jebakan politik guna memancing umat
islam untuk bertindak ekstrim, seperti kasus komando Jihad,
Kasus Tanjung Priuk, I<asus Lampung, Kasus Purwakarta dan
lain sebagainya. Semua rekayasa tersebut ban.1 sedikit reda setelah
berlangsung sidang umum MPR tahun 1988, yang kemudian
diikuti dengan langkah-langkah kebijakan konkrit pemerintah dan
ABRI yang telah berusaha menciptakan suasana yang
menyejukkan2. 
Dari uraian yang telah dikemukakan, jelas menunjukkan bahwa
perkembangan politik bangsa Indonesia, memberikan pengaruh besar 
terhadap pekembangan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara 
kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya menegakkan hukum, maka 
suatu Negara harus memulainya dari teori pelaksaaan hukum. Jaih 
mubarak membagi teori pelaksanaan hukum kepada tiga; 1). Teor:i 
otoritas Hukum, Resepsi clan berbagai derivasinya, 2). Teori Living 
Ordonantie (hukum yang hidup di masyarakat) clan 3). Teori Penegakkan 
hukum3. 
Teori otoritas hukum sebagaimana d:ikemukakan oleh Jaih bahwa 
menurut Khalaf khalifah itu memegang t:iga kekuasaan. Ia berhak 
membuat UU, melaksanakan UU dan dapat bertindak sebagai hakim 
(qodli). Dalam pelaksanaannya, wewenang-wewenang tersebut dapat 
dilimpahkan. Kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan 
mufti, kewenangan yud:ikatif dilaksanakan oleh para hakim, dan kewe­
nangan eksekutif ditangani oleh para sultan clan perangkat pemerintah 
dibawahnya. Satria Effendi menjelaskan bahwa dalam konst:itusi Kera­
jaan Saudi Arabia dinyatakan sebagai kerajaan berclasarkan Islam clan 
berpecloman kepada pacla syari'at Islam clan maclzhab yang dipilih 
menjadi madzhab Negara adalah Hambali. Teori mengenai pelaksanaan 
syari'at Islam ini termasuk teori otoritas hukum. Teori ini dikemukakan 
oleh H.A.R. Gibb. Menurut teri ini ummat Islam yang telah menerima 
Islam sebagai agamanya, telah menerima otoritas hukum Islam atas 
dirinya. Pada praktihnya hingga sekarang ummat Islam Indonesia masih 
banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Ketaatan 
mereka hanya terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa clan haji, 
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sedangkan ajaran-ajaran Islam yang lain kurang mendapat tempat yang 
baik�. 
Menurut Dien Syamsuddin bahwa ada heterogonitas dari 
masyarakat Islam setelah zaman khulafaur Rasyidin clan komposisi 
kelompok kepentingan begitu rupa sehingga ada sentiment agama clan 
budaya atas dasar etnis (termasuk Indonesia). Untuk itu, politik Islam 
jangan mengambil bentuk politisasi agarna seperti yang menggejala akhir 
ini sehingga agama hanya dijadikan alat justifikasi politik, tetapi lebih 
bersifat substansiasi yaitu mengangkat nilai-nilai-nilai Islam yang 
substantif untuk didistribusikan kepada proses politik yang sedang 
berlangs ung5 . 
Bagi Negara Indonesia yang memiliki keunikan dalam proses 
melaksanakan teori hukum ini, dengan melihat clan mengingat masya­
rakat yang hetorogin clan prularis ini, maka yang terjadi dalam 
pembentukan hukum nasional terdapat berbagai perubahan clan selalu 
berkembang transformasi hukum dari fase ke fase. 
Bila dilihat dari perkembangan berlakunya hukum Islam di 
Indonesia sejalan dengan perjalanan sejarah pergulatan sosial clan 
budaya, ternyata mengalarni tahapan berlakunya teori hukum Islam. 
1. Teori Kredo:
T eori ini berlaku di Indonesia ketika Negara ini di bawah 
kekuasaan para sultan. Dengan demikian, hukum Islam pada masa itu 
berlaku sesuai dengan teori otoritas hukum Islam. Gibb menyatakan 
bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti 
ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. 
2. Teori Receptio in Complex
Teori ini lahir sebagai produk sesuai dengan kehendak politik 
Hindia Belanda. Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku 
hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam 
pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku 
di Indonesia ketika diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewij Willem 
Christian van den Berg (1845-1927). 
3. Teori Receptie
Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya 
berlaku hukum adat. Hukum Islam itu berlaku bagi rakyat pribumi kalau 
norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum 
adat. Teori ini dikemukakan oleh Prof, Snouck Hurgronye yang 
kemudian dikembangkan oleh Van Vallen haven clan Ter Haar. 
4. Teori Recepotie Exit
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Teori ini lahir ketika bangsa Indonesia telah memegang kendali 
Politik di dalam negerinya. Bapak teori ini Prof Dr. Hazairin SH. 
Menurutnya ; Setelah Indonesia merdeka, dan Undang Undang Dasar 
1945 dijadikan Undang Undang negara Republik Indonesia, semua 
peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori 
receptie tidak berlaku lagi. 
5. Teori Receptie A Contrario
Teori receptie yang telah diperkenalkan oleh Hazairin 
dikembangkan oleh Sayuti Thalib SH, . Teori ini menyatakan bahwa 
hukum adat berlaku bagi orang islam kalau hukum adat itu tidak 
bertentangan dengan agama clan hukum Islam. Hukum adat baru dapat 
dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam 6. 
Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia lebih 
pada pengaturan tentang hukum keluarga atau aspek hukum privat, clan 
belum menyentuh aspek hukum publik/ pidana. UU pertama ten tang 
perkawinan clan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha 
pembaharuan pertama, adalah dengan diperkenalkan UU No. 22/1946. 
Pertama UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian 
UU pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka 
ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU 
No. 32/1954, yakni Undang-undang tentang pencatatan Nikah, Thalaq 
clan Rujuk. Keberadaan UU No. 22/1946 ini adalah sebagai kelanjutan 
dari Stbl. No. 198/1895, clan sebagai pengganti dari Huwalijks 
Ordonantie Stbl. No. 348/1929 jo.Stbl. No. 467 /1931, clan vorsten­
landse Huwelijks Ordonantie Stbld. No. 98/1933. Aulawi mencatat, 
seyogyanya UU No. 22/1946 ini berlaku untuk seluruh Indonesia, tetapi 
karena keadaan belum memungkinkan, maka diberlakukan di seluruh 
Indonesia pada tahun 1954, dengan diundangkannya UU No. 32/1954, 
yang isinya memperlakukan UU No. 22/1946 di seluruh Indonesia. 
Dengan ungkapan lain oleh Ahmad Roestandi, UU No. 22/1946 
memperoleh persetujuan dari DPR untuk diperlakukan di seluruh 
Indonesia pada tahun 1954. Dengan dernikian secara umum ditulis, ada 
dua tahapan pemberlakuan UU No. 22/ 1946, yakni: (1 ). Tanggal 1 
Februari 1947 untuk wilyah jawa clan Madura; clan (2) tanggal 2 
Nofember 1954 untuk wilayah lainnya. Namun Wirjono menulis tiga 
tahapan, yalr. ni : (1). Pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU No. 
22/1946 bagi Jawa clan Madura, berdasar penetapan Menteri Agama 
Tanggal 21 Januari 1947 ; (2). Bagi Sumatera mulai berlaku tanggal 16 
Juni 1949 berdasar ketetapan Pemerintah darurat Republik Indonesia 
tanggal 14 ]uni 1949, No. 1/PDRI/KA; clan (3) Bagi wilayah-wilayah 
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lainnya tanggal 2 Nopember 1954, berdasar UU tanggal 26 Oktober 
1954. No. 32/1954. 
UU No.22/1946 ini diih.""Uti dengan lahirnya UU No. 1/1974 
tetang perkawinan. UU No.1/1974 yang berlaku secara efektif sejak 
tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah UU pertama yang mencakup seluruh 
unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari UU No. 
1/1974 terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. 
Kehadiran UU. N o.1/1974 ini disusul dengan lahirnya Peraturan 
Pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 tentang 
pelaksanaan undang-undang No.1/1974, yang kemudian disusul pula 
dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam 
Negeri (Mendgri). Bagi Ummat Islam diatur dalam Peraturan (Menag) 
No. 3/1975 dan No. 4/1975, Kemudian diganti dengan Peraturan 
Menteri Agama RI No. 2/1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur 
dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 221 a Tahun 
1975, Tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan clan 
Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. Adapun isi Peraturan Pemerintah 
No. 9 / 197 5 terdir dari 10 Bab, 49 Pas al. 
Pada tahun 1983 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 
yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 
Negri Sipil (PNS). Peraturan yang dtetapkan tanggal 21 April 1983 ini, 
berisi 23 pasal. 
Pada tahun 1989 lahir UU No. 7 / 1989 ten tang Peradilan Agama. 
Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ini diajukan dengan 
amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 clan dihantarkan dengan 
ketetapan Pemerintah pada rapat paripurna DPR pada tanggal 28 Januari 
1989. UU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara 
umum berisi tentang pengadilan yang meliputi susunan pengadilan, 
ketetapan pengadilan dan hukum acara. Namun pada bab IV, hukum 
acara, bagian kedua, pemeriksaan sengketa perkawinan (pasal 65 s/d 88), 
dibahas juga tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses 
atau acara perceraian. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya UU 
ini berhubungan dengan pengadilan, namun ada juga pembahasan 
tentang perkawinan. 
Pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 
10/1983, yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP No. 
10/1983. PP No.45/1990 ini hanya berisi dua pasal. 
Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia (KHI) mengenai perkawinan, pewarisan clan perwakafan. 
Kompilasi berlaku dengan Instruksi Presiden No.1/1991 tanggal 10 Juni 
1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan Menag RI No. 
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154/1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 1 /1991 tersebut. 
Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Huh.-um Islam di 
Indonesia ada sejumlah ketetapan yang berhubungan, yakni (1). 
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung clan Menteri Agama No. 
07/KMA/1985 clan No. 25/1985 yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 
21 Maret 1985, tentang penunjukkan pelaksana proyek pembangunan 
hukum Islam melalui Yurisprudensi. (2). Instruksi Presiden No. 1/1991, 
yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 J uni 1991, ten tang Instruksi 
penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (3). Keputusan Menteri Agama 
No. 154/1991 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juli 1991, tentang 
pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1/1991. (4). Surat Edaran 
Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV / 
HK00.3/AZ/1991, tentang penyebarluasan Instruksi Presi-den RI No. 
1/19917 • 
Transformasi hukum islam di Indoseia terus bergulir dari sejak 
Republik ini berdiri. Bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga 
tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya, meski belum sepenuhnya 
sistem hukum islam di Indonesia ini mengacu kepada hukum-hukum 
Islam. Prociuk perundang-undangan yang berujung kepada syari'at Islam 
yang wajib dijalankan oleh waraga masyarakat beragama Islam, rnisalnya 
adalah UU No. 1/1974 yang mengatur sahnya perkawinan berdasarkan 
hukum agama (bagi ummat Islam adalah syari'at Islam). UU No. 7 /1989 
tentang peradilan agama (peradailan agama adalah peradilan Islam di 
Indonesia). PP No. 70. clan 72/1992 yang menjelaskan Bank bagi hasil 
clan UU No. 7 /1992 sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU No.10/1998 
tentang Perbankan yang melegitimasi perbankan syari'at. UU No. 
17/1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23/1999 tentang 
BI yang memberi mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah 
Pemerintah. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir sekali 
UU No.44/1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Propinsi Istimewa 
Aceh yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at Islam. Semua 
itu adalah buah dari syari'at Islam yang menjiwai clan merupakan bagian 
tidak terpisah dari konstitusi Indonesia8. 
Dengan gambaran yang cukup menggembirakan tentang 
pengembangan hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk 
menjadi bagian dari sistem hukum nasional tersebut, ternyata pada 
hakikatnya sebagai bentuk dari akomodasi negara terhadap Islam. 
Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Islam sejak awal pemerintahan 
Orde Batu selalu dipinggirkan, pada akhir 1980-an clan 1990-an mulai 
"dirangkul" oleh Negara.Bachtiar Effendi menyatakan bahwa ada empat 
bentuk rangkulan Negara terhadap Islam (teori akomodasi). Pertama; 
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akomodasi struktural yang ditandai dengan direkrutnya para pemikir dan 
aktivis Islam politik ke dalam birokrasi, baik di eksekutif maupun 
legislatif. Puncak dari akomodasi struktural ini adalah dibentuknya Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah kepemimpinan BJ 
Habibie pada tahun 1990 yang ketika itu menjabat Menteri Riset dan 
Teknologi (menristek) kabinet Soeharto. Kedua; Akomodasi Legis/atif yaitu 
disahkannya beberapa peraturan dan undang-undang yang secara spesifik 
mengatur kehidupan keagamaan ummat Islam, seperti diterbitkannyaUU 
No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; diberlakukannya UU 
No. 7 tahun 1989 ten tang Peradilan Agama, dan In pres No.1 tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri; diubahnya kebijakan 
tentang jilbab tahun 1991; dikeluarkankannya keputusan bersama tingkat 
menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (Bazis) 
tahun 1991; dan dihapuskannya SDSB tahun 1993. Ketiga; Akomodasi 
ku/tura/ yaitu banyak digunakannya sirnbol-sirnbol keislaman sering 
digunakannya "bahasa agama" dan idiom-idiom Islam lainnya dalam 
perbendaharaan kosa kata instrument-instrumen politik dan ideologi 
negara. Seperti pengucapan Assalamu'alaikum dalam pidato-pidato 
kenegaraan dan diselenggarakannya festival Istiqlal. Keempat; Akomodasi 
Infrasturuktura/ seperti dibangunnya masjid di Istana Negara. Yayasan 
Amal bakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank 
Muamalat Indonesia (BMI). Bentuk akomodasi pemerintah terhadap 
kepentingan politik ummat Islam, bukan saja terjadi pada masa 
pemerintahan Orde Baru, tetapi terus berlanjut pada masa pemerintahan 
B.J. Habibie seperti diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat yang memungkinkan negara untuk mengurusi 
pengelolaan zakat umat Islam9. 
Teori akomodasi yang telah diungkapkan di atas mendapatkan 
kritik tajam dari Marzuki Wahid dan Rumadi bahwa; 1). Akomodasi itu 
merupakan 'tujuan antara' dari cita-cita politik yang maksirnal ummat 
Islam, yaitu mendirikan Negara Islam. 2). Umat Islam tidak pemah 
merasa tulus atas penerirnaan Pancasila sebagai dasar Negara yang 
memandang semua agama dalam posisi yang sama, tanpa ada yang 
merasa berada dalam posisi istimewa meskipun ia mayoritas. 3). Teori 
akomodasi merupakan pengakuan perlunya penyatuan agama (Islam) dan 
Negara yang berpuncak pada pembentukan negara agama. 4). 
Akomodasi bukan merupakan keputusan keagamaan, tetapi merupakan 
keputusan politik. Dalam perspektif ini. Akomodasi tak lebih sebagai 
upaya untuk membius daya kritisisme terhadap Negara yang menghen­
daki ketundukan mutlak warganya sesuai dengan wataknya yang 
intervensionis. Ada catatan penting terhadap sejumlah kebijakan yang 
disebut politik akomodasi itu. Kalau selama pemerintahan Soeharto dan 
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Habibie terdapat akomodasi, hal itu hanya terbatas pada kepentingan 
kelompok ummat islam tertentu, kelompok "modernis", clan pada saat 
yang sama kelompok "trdisionalis" tetap saja berada dalam posisi 
pmggiran. Mereka yang tergabung dalam kelompok modernis 
diakomodasi dalam birokrasi eksekutif clan legislatif. Ketika kelompok 
modernis begitu dimanja kekuasaan, ternyata kelompok tradisionalis 
. dik k lO tetap sap ·uyo- ·uyo . 
Terlepas dari kritik tajam yang diutarakan Marzuki Wahid clan 
Rumadi tersebut, proses ke arah pengembangan hukum Islam untuk 
menjadi bagian dari sitem huh1m nasional patut disyukuri, meskipun 
tidak mesti proses pengembangan hukum Islam akan tertuju pada 
pembentukan negara agama. Karena yang dibutuhkan bukan dalam 
bentuk formalisasi Negara Islam, melainkan bagaimana nilai-nilai clan 
moral Islam menjadi materi clan sistem hukum yang berlaku di Negara 
Indonesia ini yang mayoritas warga negaranya sebagai muslim. 
Dari sejumlah perangkat perundang-undangan clan peraturan 
yang berlaku terkait dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, 
tidak hanya bisa dilihat dari teori pelaksanaan hukum berdasar pada teori 
otoritas hukum clan resepsi, melainkan harus pula ditinjau dari teon 
Living Ordonantie (hukum yang hidup di masyarakat) clan teori 
Penegakkan hukum. 
Hukum clapat disebut sebagai hukurn yang hidup di masyarakat, 
apabila: Pertama, belaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan 
kepada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara 
yuridis, hukum termasuk kaiclah yang mati. K.edua, berlaku secara 
sosiologis (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa 
meskipun masyarakat menolaknya [teori kekuasaan] atau hukurn berlaku 
karena diterima clan diakui oleh masyarakat [teori pengakuan].. Apabila 
berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya 
akan menjadi alat untuk memaksa. Ketiga, berlaku secara filosofis (sesuai 
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi). Apabila 
berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang 
dicita-citakan (ius constituendum) 11 . Oleh sebab itu, hukum dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, manakala ketiga aspek tersebut, 
yakni yuridis, sosiologis clan filosofis clapat berjalan secara beriringan. 
Dengan teori Living Ordonantie, hukum ticlak menjamin clapat 
diberlakukan. Karena penegakkan hukum sangat tergantung kepacla 
penegak hukum di masyarakat. Menu.rut teori penegakkan. hukum,.· hukum clapat tegak di masyaraka t bergantung pada tjgi' sisi: .Pe:ri:�fua? :
,ji).ateri hukum (Fiqih, fatwa clan Qanun); Kedua,. Apar�ratau, penega�r
rl:,.ukurr'l. (hakim! panitep, jurusita, P3N, dan. lebai).'dan· Ji�tiga;, kesadirat'i. ·
·}iukumrhasyarakat11ya: Oleh· karena itu, pelaksa�aan hukwn Islam &.pat "':.. 
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dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat huh.'Ulll clan keasadaran 
J? hukum masyarakatnya -. 
Penutup 
Dari uraian yang telah dipaparkan mengenai perkembangan 
hukum Islam di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Perkembangan politi.k bangsa Indonesia, memberikan pengaruh besar
terhadap perkembangan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara
kesatuan Republik Indonesia. 2. Dalam upaya menegakkan hukum,
maka suatu Negara harus memulainya dari teori pelaksaaan hukum
yang terdiri dari ti.ga teori, yakni; 1). Teori otoritas Hukum, Resepsi
clan berbagai derivasinya, 2). Teori Living Ordonantie (hukum yang
hidup di masyarakat) clan 3). Teori Penegakkan hukum.
3. Upaya ke arah terealisasikannya hukum Islam sebagai bentuk
pelaksanaan dari teori otoritas hukum, sebagaimana hukum Islam bisa
berlaku di Saudia Arabia, menimbulkan ambiguitas, karena mengingat
masyarakat Indonesia hetorogin, multi kultur, multi etnis clan prularis.
Untuk itu, bentuk politisasi agama seperti yang menggejala akhir ini
akan mengakibatkan agama hanya dijadikan alat justifikasi politik, clan
yang lebih penti.ng adalah mengangkat nilai-nilai-nilai Islam yang
substantif untuk didistribusikan kepada proses politik yang sedang
berlangsung
4. Perjuangan panjang menuju terwujudnya sistem hukum nasional
dengan mengacu kepada hukum Islam, sejak pemerintahan kolonial
sampai saat ini, masih terbatas pada hukum keluarga, belum
menyentuh aspek hukum secara keseluruhan. Teori hukum yang
berlaku di Indonesia meliputi.: Teori Kredo, Teori Receptio in
Complex, Teori Recepti.e, Teori Recepoti.e Exit, clan Teori Recepti.e A
Contrario.
5. Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia lebih pada
pengaturan tentang hukum keluarga atau aspek hukum privat, clan
belum menyentuh aspek hukum publik/pidana. UU pertama tentang
perkawinan clan perceraian, adalah UU No. 22/1946. UU ini hanya
berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian setelah Indonesia
merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia
dengan UU No. 32/1954, yakni Undang-undang tentang pencatatan
Nikah, Thalaq clan Rujuk. Keberadaan UU No. 22/1946 ini adalah
sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198/1895, clan sebagai pengganti dari
Huwalijks Ordonanti.e Stbl. No. 348/1929 jo.Stbl. No. 467 /1931, clan
vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbld. No. 98/1933. Ada tiga 
tahapan dalam memberlakukan UU tentang hukum keluarga ini,
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yakni: (1). Pada tanggal 1 Februari 1947 berlaku UU No. 22/1946 
bagi Jawa clan Madura, berdasar penetapan Menteri Agama Tanggal 
21 Januari 1947 ; (2). Bagi Sumatera mulai berlaku tanggal 16 ]uni 
1949 berdasar ketetapan Pemerintah darurat Republik Indonesia 
tanggal 14 Juni 1949, No. 1/PDRI/KA; clan (3) Bagi wilayah-wilayah 
lainnya tanggal 2 Nopember 1954, berdasar UU. No. 32/1954. 
tanggal 26 Oktober 1954. 
UU No.22/1946 ini diikuti dengan lahirnya UU No. 1 /1974 tetang 
perkawinan. yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 
ini. Kehadiran UU. No.1/1974 ini disusul dengan lahirnya Peraturan 
Pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 /1975, yang 
kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama 
(Menag) clan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bagi Umat Islam 
diatur dalam Peraturan (Menag) No. 3/1975 clan No. 4/1975, 
Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1990. 
Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) No. 221 a Tahun 1975, Tanggal 1 Oktober 
1975 tentang Pencatatan Perkawinan clan Perceraian pada Kantor 
Catatan Sipil. Pada tahun 1983 lahir pula Peraturan Pemerintah No. 
10/1983 yang mengatur tentang izin perkawinan clan perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dtetapkan tanggal 21 April 1983. 
Pada tahun 1989 lahir UU No. 7 /1989 tentang Peradilan Agama. 
yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989. Pada tahun 1990 
keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP No. 10/1983. Pada akhir 
tahun 1991 berahasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
(KHI) mengenai perkawinan, pewarisan clan perwakafan. Kompilasi 
berlaku dengan Instruksi Presiden No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991, 
yang kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan Menag RI No. 
154 / 1991 ten tang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 1 / 1991 terse but. 
6. Transformasi hukum Islam di Indoseia terus bergulir dari sejak
Republik ini berdiri. bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga
tetapi merambah ke berbagai hukum lainnya, seperti PP No. 70. clan
72/1992 yang menjelaskan Bank bagi hasil clan UU No. 7 /1992
sebagai Bank berdasarkan syari'at. UU N o.10 / 1998 ten tang
Perbankan yang melegitimasi perbankan syari'at. UU No. 17 /1999
tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU No.23/1999 tentang BI
yang memberi mandat pembentukan Bank atau Cabang Bank Syari'ah
Pemerintah. UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terakhir
sekali UU No.44/1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Propinsi
Istimewa Aceh yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at
Islam.
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7. Hukum Islam yang semakin mendapat perhatian untuk menjadi bagian
dari sistem hukum nasional tersebut, temyata pada hakikatnya
sebagai bentuk dari akomodasi Negara terhadap Islam. Asumsi dasar
dari teori ini adalah bahwa Islam sejak awal pemerintahan Orde Baru
selalu dipinggirkan, baru pada akhir 1980-an dan 1990-an mulai
"dirangkul" oleh Negara. Bentuk akomodasi Negara terhadap islam
meliputi akomodasi struktural, akomodasi legislatif, akomodasi
kultural dan akomodasi supra struktural.
8. Meski ada pihak yang menghawatirkan dengan bentuk akomodasi
Negara terhadap Islam ini, justru memberikan angin segar dan
peluang bagi hukum islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum
nasional.
9. Hukum dapat direalisasikan untuk ditegakkan, harus memenuhi tiga
teori yaitu teori otoritas hukum,teori Living Ordonantie dan teori pene­
gakkan hukum. K.etiganya harus dapat dijalankan secara beriringan. O
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